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a.

1.

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas
kedudukan, peran dan fungsi laki-laki dan perempuan,
serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu
melakukan strategi pengarusutamaan Gender ke dalam
seluruh proses pembangunan, pelayanan masyarakat
yang dijamin secara setara dan berkeadilan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan

Gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagai bagian dalam pembangunan masyarakat maka
perlu strategi pengintegrasian Gender secara terpadu
dan terarah;

. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengarusutamaan Gender;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4419;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan
Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan
dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4990)

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan
Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarustamaan  Gender dalam  Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
No. 615);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor
3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 7);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 33
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

© 0 N oo

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

DPRD adalah DPRD Kabupaten Pandeglang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan
perempuan.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Alur Kerja Analisis Gender (Gender analisys Pathway) yang selanjutnya
disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para
perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap lakilaki
dan perempuan.

Keadilan gender ( gender equity ) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan
laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu
dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan
sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat
dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil
keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam
memperoleh penguasaan (kontro) terhadap sumberdaya seperti dalam
mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan
lain-lain.

Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, dan kondisi
perempuan dan laki laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi
kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan
pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis
tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses
pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki
dan perempuan.

Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang
kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkitan dengan tingkat akses,
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk
mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan,
fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.

Analisis gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu isu gender
yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial
antara perempuan dan laki laki.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat
PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-
laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran
yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender
terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada
output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak
pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya
masing-masing.

Focal point adalah individu individu yang telah sensitif gender yang berasal
dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan
pengarusutamaan gender kedalam setiap kebijakan, program, proyek dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksankana diwilayah masing masing.

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang PUG.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut
RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap pemangku kepentingan (stake
holder) dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan
berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan
program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga
Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan
monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam
pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.



Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.sebagai pedoman dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan PUG; dan

b. sebagai upaya menciptakan dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan

gender.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.

memberikan dasar bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun
strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan  melalui perencanaan,
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan daerah;

mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan
laki-laki dan perempuan;

meningkatkan peran pemerintah daerah yang responsif gender;

menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan agar
dapat hidup sesuai dengan peran dan tanggungjawab;

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,
berbangsa, dan bernegara;

mewujudkan Pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

meningkatkan peran dan kemandirian Perangkat Daerah yang menangani
pemberdayaan perempuan; dan

mengatasi dan menghapuskan segala bentuk kesenjangan gender.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.
b.
c.
d.

=0

maksud dan tujuan;

tugas dan wewenangan,;

perencanaan dan pelaksanaa;
pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
peran serta masyarakat;

kerjasama

pembinaan;



pembiayaan;
penghargaan;

sanksi administrasi;
ketentuan peralihan; dan

ketentuan penutup.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun perencanaan kebijakan,
strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a.
b.

C.

(2)

melakukan koordinasi, mediasi dan menetapkan kebijakan PUG;
memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG dan program responsif gender;

memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender,
perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi
komunikasi, informasi dan edukasi PUG;

melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di
bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum,
budaya, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan

mengevaluasi penyelenggaraan PUG.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun kebijakan, program, dan
kegiatan pembanguan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD,
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Dearah.

Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif
gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 8

Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), dapat menggunakan metode GAP atau metode analisis lain.

Analisis gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Perangkat Daerah.

Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah,
Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama
dengan Lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas
di bidangnya.

Pasal 9

Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat
(3) wajib dituangkan dalam penyusunan GBS.

Hasil analisis gender yang gterdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat
Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 10

Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah
dan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender.

RKA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11
Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan
perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 12

Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah
dibentuk pokja PUG.

Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

Bupati menetapkan Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai
Kepala Sekretariat Pokja PUG.

Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas
sebagai berikut:

a.

mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat
Daerabh;



Q.

>Rt o

e

(3)

(1)

(2)

(3)

melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala
Desa;

menyusun program kerja PUG setiap tahun;

mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender;

menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
menyusun profil gender daerah;

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PUG di masing-masing
instansi;

menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
yang responsif gender;

menyusun RAD PUG;

mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-
masing Perangkat Daerah; dan

menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 14

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan
aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
a. PUG dalam perundang-undangan di daerah;

b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan

d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Focal Point PUG pada setiap perangkat daerah terdiri dari pejabat dan/atau
staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Focal Point PUG sebagiman dimaksuid pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat
daerah yang responsif gender;

c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat
dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan
kegiatan pada unit kerja; dan

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing perangkat
Daerah.

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan di tetapkna
oleh kepala/pimpinan perangkat daerah.



(1)
(2)

(1)

BAB V
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16
Pokja PUG Menyusun laporan kegiatan PUG.

Dalam Menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja
dibantu oleh pengurus Pokja lainnya dan kemudian menyampaikan laporan
kepada Bupati.

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/
Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 18

Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan,;

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
e. permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan PUG; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah,
berdasarkan materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pemantauan pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar
susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan
program atau kegiatan tahun berikutnya.



(1)

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 20

Evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dilakukan pada setiap Perangkat Daerah
dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum
diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang
membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Evaluasi dilakukan secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah
berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga
swadaya masyarakat.

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya
masyarakat, berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif
gender.

(1)

(2)

Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat
dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PUG.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk:

a. partisipatif dalam penetapan kebijakan PUG;

b. partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
c. partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG; dan

d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 23
Pelaksanaan PUG dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara
Pemerintah Daerah dengan:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah provinsi;



c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya,;
d. perguruan tinggi;

e. pondok pesantren;

f. organisasi sosial kemasyarakatan; dan

g. organisasi lainnya yang sah.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

a.

b.

penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan,
Desa/ Kelurahan;

penguatan kapasitas kelembagaan meleluai pelatihan, konsultasi, advokasi,
dan koordinasi;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat
Daerabh;

peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan

strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG, dapat bersumber dari:

a.
b.

C.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas partisipasinya dalam
penyelenggaraan PUG kepada:

a. tim pokja;
b. tim focal point;

c. pihak yang terlibat dalam kerjasama atau yang mendukung pelaksanaan
PUG; dan

d. masyarakat.



(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. piagam;
b. piala; dan
c. uang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), (4), Pasal 8, Pasal 11
dan Pasal 13, diancam dengan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran,;
b. peringatan;
c. pencabutan izin atau surat keputusan; dan/atau

d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pokja dan Focal Point PUG yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap melaksanakan tugas
sampai dengan berakhirnya masa bhakti dan wuntuk selanjutnya harus
menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan
mengenai PUG, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu)
Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam lembaran daerah.



Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

PERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN: (5,19/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA-KABUPATEN PANDEGLANG,

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Gender merupakan perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku,
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap
masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan Sebagai contoh, di
dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala
keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan
biasanya digambarkan sebagai feminim, seperti misalnya lemah-lembut,
emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan maskulin, seperti
misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam kenyataan tidak selalu
demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas;
demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah
yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip gender).

Indonesia telah merativikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women, selanjutnya disebut CEDAW) dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
CEDAW mengamanatkan kepada negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip
dan ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan.

Proses pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai
suatu kesetaraan gender dan keadilan gender. Keadilan Gender merupakan
suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui sutau proses
kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan
aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami
hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural. Kesetaraan
Gender kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “program yang responsif gender” adalah
program kegiatan yang respon terhadap kebutuhan
dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender.

Hutuf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

perempuan

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain
yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis gender.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)



Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)



Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
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